PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:
a.
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab bedasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyempurnakan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul;

b. 
bahwa agar tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih berdaya guna dan berhasil guna pada pembangunan bidang pendidikan, maka perlu menyempurnakan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul;

Mengingat:
1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul;

10. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan yangmeliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, Cabang Dinas, UPTD, Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional;

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;

b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang pendidikan;

c. bimbingan teknis di bidang pendidikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang pendidikan;

e. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;

g. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pendidikan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga;

2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;

3. Sub Bagian Kepegawaian;

4. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program, yang terdiri atas:

1. Seksi Penyusunan Rencana dan Pendataan;

2. Seksi Penelitian dan Pengembangan;

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Laporan

d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, yang terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Tenaga Teknis;

3. Seksi Kesiswaan;

4. Seksi Sekolah Dasar;

e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Tenaga Teknis;

3. Seksi Kesiswaan;

f. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum, yang terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Tenaga Teknis;

3. Seksi Kesiswaan;

g. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan, yang terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Tenaga Teknis;

3. Seksi Kesiswaan;

4. Seksi Pengembangan Unit Produksi.

h. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, yang terdiri atas:

1. Seksi Pendidikan Masyarakat;

2. Seksi Tenaga Teknis;

3. Seksi Kursus dan Akreditasi;

4. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia.

i. Cabang Dinas di 17 (tujuh belas) Kecamatan, yang terdiri atas:

1. Kepala Cabang Dinas;

2. Petugas Tata Usaha;

3. Petugas Pendidikan;

4. Petugas Pendidikan Luar Sekolah.

j. UPTD, yang terdiri atas:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang terdiri atas:

a) Kepala Unit;

b) Petugas Tata Usaha;

c) Petugas Pendidikan;

d) Petugas Pendidikan Luar Sekolah.

2. UPTD lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

k. Sekolah, tang terdiri atas:

1. Kepala Sekolah;

2. Petugas Tata Usaha;

3. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:

a) Guru;

b) Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan;

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas.

(6) Masing-masing Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Masing-masing Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

(9) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(10) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

a. Lampiran I Bagan Organisasi Dinas Pendidikan;

b. Lampiran II Bagan Organisasi Cabang Dinas;

c. Lampiran III Bagan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;

d. Lampiran IV Bagan Organisasi Taman Kanak-kanak;

e. Lampiran V Bagan Organisasi Sekolah Dasar;

f. Lampiran VI Bagan Organisasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

g. Lampiran VII Bagan Organisasi Sekolah Menengah Umum;

h. Lampiran VIII Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 diatur oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala Dinas dan semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Kepala Dinas dan semua pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.

(2) Kepala Kantor dan semua pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antar pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 22 Februari 2003

BUPATI BANTUL,

M IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dengan Keputusan 

Nomor

: 06/Kep/DPRD/2003

Tanggal
: 22 Februari 2003

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 22 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si

(Pembina Utama Madya, IV/d)

           NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 8 TAHUN 2003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten bantul yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), bidang pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pendidikan, perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang melaksanakan kewenangan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan, telah dilakukan evaluasi, yang hasilnya perlu dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Sub Dinas Kebudayaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Bantul menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


      Cukup Jelas

Pasal 2


      Cukup Jelas

Pasal 3


      Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


      Cukup Jelas

Pasal 6


      Cukup Jelas

Pasal 7


      Cukup Jelas

Pasal 8


      Cukup Jelas

Pasal 9


      Cukup Jelas

Pasal 10


      Cukup Jelas

Pasal 11


      Cukup Jelas

Pasal 12


      Cukup Jelas

Pasal 13


      Cukup Jelas

Pasal 14


      Cukup Jelas

Pasal 15


      Cukup Jelas

Pasal 16


      Cukup Jelas















BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
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BAGAN ORGANISASI  CABANG DINAS





KEPALA


CABANG DINAS





PETUGAS


TATA USAHA





PETUGAS


PENDIDIKAN LUAR


SEKOLAH





PETUGAS


PENDIDIKAN





BAGAN ORGANISASI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)





KEPALA UNIT





PETUGAS


TATA USAHA





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL











BAGAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK (TK)





KEPALA


SEKOLAH





PETUGAS


TATA USAHA





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL











BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR (SD)





KEPALA


SEKOLAH





PETUGAS


TATA USAHA





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL











BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)





KEPALA


SEKOLAH





PETUGAS


TATA USAHA





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL











BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
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BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
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